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REPUTUSAN

BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 570/ 54 /DPMPPTSP-PS/KB/V/2021
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Menimbang : bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada
penyelenggaraan pendidikan formal dan informal dalam
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ditetapkan dengan Keputusan Bupati Pesisir Selatan tentang
Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan
formal dan Informal Kb Nurhidayah;

Mengingat o 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kapupaten dalam
Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah ( Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 nomor 25) Jis
undang-undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran
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Nomor 58 Tahun 108,Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Anggaran

DAalanmia Naocara Talaa Asmcreranran ON1A

Pendapatan dan Bcelanja Ncgara Tahun Anggaran 2014
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor
182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
54692);

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa
kall u.luuau LCld.l&l.Lu ucusau uuuaus uuuaug IVUU.IU.l 7 lauuu

2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor

23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran
Npaqra R’Pnnhhl( Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan
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Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990. tentang
Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran
Negara Ppnuhhk Indonesia Nomor 241 1\

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang
Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana telah
iubah engan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahuin 2013
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19

Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
(Lembaran Npanra Renublik Indonesia Tahun 2005 Nomor
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71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5410);

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib
Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor HU, Tambahan Lembaran lVngId chubhk mmdonesia
Nomor 4863);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
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Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5103), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 20i0 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110,
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Tambanan Lombaran Ncgara Rcepublik Indoncsia Nomor
5155);

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun
2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Ridang
Penanaman Modal;

Instruksi Presiden Nomor 5 ‘lTahun 2006 tentang Gerakan
Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan
Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara;
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang
Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

Peraturan Menteri Penidikan dan Kebudayaan Repubiik
Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Penerimaan didik
Baru pada Taman Kanak - kanak, Sekolah Dasar, Sekolah
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Menengah Kejuruan, atau Bentuk lain yang sederajat;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
138 Tahun 2017 tentang Penyvelenggraan Pelavanan Terpadu
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I\Cputuaau Menteri Pendidikan Nasional Nomor 018/ U/ 159
tentang Penyelenggaraan Pendidikan pada Kelompok

Bermain dan Taman Pendidikan Anak (TPA).
Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nom

tentang Pendidikan Anak Usia Dini;

Peraturan Bupati Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 43
Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan
Struktural Dinas Penanamain Modal dan Pelayanan
Perizinan Terpadu Satu Pintu;

Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2017
tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan
Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir
Selatan;

or 051/0.2001

Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor
570/159/KPTS/BPT-PS/2017 tentang Penetapan Standar
Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non
Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan;

Kepuiusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaien Pesisir
Nomor :420/310/DPK-PAUDNI tanggal 27 januari 2015
tentang Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini,
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Surat Permohonar Kep la Sekonlah Kb Nurhidavah f::mmml
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07 April 20 1 perihal tentang Permohonan Perpanjangan

Tzin ﬂr\prn 12] Penvelenogoaraan endidikan Formal dan
enyeler ara

adizia

Informal.

Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor
420/2141/DPK-Sekretariat.1/2021,Tanggal 05 mei 2021
tentang Rekomendasi Perpanjangan Izin Kb Nurhidayah.

MEMUTUSKAN

Molil L ¢ Memberikan Perpanjangan izin Operasional Penyelenggaraan

Pendidikan Formal dan Informal Kepada:

Nama Lembaga : KB NURHIDAYAH

Jenis kegiatan : KB ( Kelompok Bermain)
Penyelenggara : JAMALUDIN

Alamat : Kampung Lagan Kecil Mudik Nagari

Lagan Mudik Pungasan Kecamatan
Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir
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Pernaniangan Izin QOnerasional Paneanoaarann Pendidikan
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Formal dan Informal sebagaimana dlmaksud dalam Diktum
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Mei 2024.

Kb Nurhidayah selaku pemegang izin Operasional ini, tidak
diperboleh untuk dipindahtangankan kepada pihak lain tanpa
sepengetahuan Bupati Pesisir Selatan.

Kepuiusan ini berlaku sejak tanggal diieiapkan, dan apabiia
dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki
kembalii sebagaimana mestinya.
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BERIS

Tembusan disampaikan Kepada Yth:
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Bapak Bupati Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
Sdr.Kapala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kab. Pessel di Painan



